'rm.'um“m-'r ‘mmnmm-.‘mm‘lm'm'-v“nw'ﬂwnmvww'

HUKUMAN: SUATU KONSEP DARI PERSPEKTIF
FILSAFAT HUKUM®

Olega K. Santoso™

. ABSTRACT

Funishment is one of some contemporary moral problems which has been discussed lor a long time.
42rording to Victor-Grassian. there are at least two theories analyzing this problem, i.e. the Retributive
Trhzon and the Urilitarian Theory, This articie describes both theories and linally, concludes that our
~unishment svstem  should incorporate the posilive aspects of both theories.

Funishment iy punishiment, onfy where (1 is deserved. We puy the penalty because we owe it, and for
srler reason, and i punishment is infliceed for any other reason whatever than because it is merited
Cowrnag, e iy a gross immorality . FEH. Bradley, Ethical Studies.

bendr s past ox bat one acty the futiee §s infinie. The offense already conmnitted concerns only a single

corvrduady similar offenses may affect all. fnomany cases i impossile jo redress the evil that ts

Shur i iy abways possible 1o take away the will v vopeai it: for honvever great may be the advantage

he offense, the evit of the punishment may be ahvays made oni 1o oaweigh it Jeremy Bentham,
The Theory of Legistation,

is a defightful man, ™ continued the interpreter, "but fie has suffered terribiv from" (here there came
Ly word which Toondd not guite catch, onfy it was much tonger than Kepromania) “and has but

A

Lol recovered from embezzling a farge swm of money under singalarty distressing clroumstances; bt

CLk guette got over i and the straighteners say that e s made creally wonderfud recovery! vou

cvosneee o fike him. " Samuel Butler, Frewhon.

. PENDAHULUAN

Bila kita mendengar atau membaca cerita mengenai kejahatan (kriminalitas), seperti
c2mbunuhan terhadap keluarga Herbin, atau keluarga Rohadi, atau pemerkosazn massal
-zrhadap kelvarga Acan, seringkali terlintas dalam benak kita masing-masing mengenai

Tuiisan ini semula adatah paper vang ditulis untuk twgas mata kulish Filsalae Hukum (Kelas A} di
Fukultas Hukum Universitas Tarumanagara. Sebagian besar matert tulisan ini adalah hasil elaborast
Zars herangan Victor Grassian, Moraf Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral
Prabiems, Now Jersew: Prentice-Hall Inc.. 1981, yang kemudian penulis kaitkun dengan kondisi di
[mdemesia. Dulam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kusibh kepada rekan mahasiswa:
Fih:oie Christupto dan Shinta Dewi. yang membantu penyiapan paper tersebut.

Muamasiswy Fakuitas Hukum Universitas Tarumanagara. Angkatan 1992,

—
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kekejaman vang sangat bratal dan kita sering berpikir bahwa kekejian tersebut sudah
selayaknyu dihukum dengan hukuman yang setimpal atau bahkan, dibalas dengan
hukuman sckeji-kejinva. Sering pula kita merasa rergangou oleh kelambatan proses hukum
yany seakan-akan lebih mementingkan hak-hak penjahat daripuda pengendalian kejahatan.
Banvak dari kita vang menganggap bahwa pembertan “keadilan™ kepada para penjahat
harus dibavar mabal dengan makin meningkatnya kriminalitus, padabal di sist lain, tdak
cukup perhatian diberikan kepada bak-hak korbun ateu calon korban,

Sebenarnva kalau kitg mau berpikir lebih mendajam durr sisi filsatat dan tidak secara
emosional. metode menghukum seorang kriminal sebiga cara untuk mengendalikan
kriminalitas bukanlah cara vang eteknt. Banyak para ahli fiva di Amerika Serikat yany
berpendapat bahwa “hukuman retrbutif” ndak berguna dan hanva sebagat alat pembalasan

dendam saja.

Kelaknan manusia adalah suatu reakst dan objek terhadap kekuatan, Hubungan antara
stimuli dan reaksi dapat dipelajan dan dikendalikan secara ilmiah, Daripada kita
melakukan upava psikologis yang percuma untuk mengokur kesalaban masa lalu i
penjiuhat, lebily baik kita memfokuskan diri pada rehabilitasi dire yung bersangkuotan dan
pencegahan kejahatan di masa depan. Sceara singkat mereku beranggapan bahwa sistem
penvembuhan (sysiem of trearment) seharusnyva menggantikan sistem hukuman

{punishment systenty yang sckarang diterapkan.

I1. KONSEP HUKUMAN

Kiia perlu mempelajart arty konsep hukuman sebelum Kita membahas mengenai alasan
moral. Menurut Kant, hukumaen didetinisikan schagai hutang vang sepantasnya dituntut
dari pelanggar hukuin atas penvelewengan yang dilakukanny a dart kewajiban sosial yang
sewajarnya dituntut dannya, Adapun Bentham menvarakan, bahwa hukoman adalab salah
satu dari empat perbaikan werhadap kejabhatan yang berbedua duri Lein-lainnyu dengan
sasarannya Cuntuk mencegah pelanggaran sejents baik dan sis1 pelanggar ataupun dan

sis1 prhak-pthak lan.”
Ahll filsutar durt Ingans yang terkenal. HLA. Hart (1968 4-31 mempunyat pendapat
yvang lebih netral, dengan memberikan civi-cirn standar dart hukuman, yvakar
1. Hurus mengakibathan rasa sakic atan adabat-akibat lain vang selayaknya dianggap
tidak menyenangkant.

2. Hurus berupa suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum,
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Harus ditujukan kepada pelaku kejahatan.
-~ Hurus secara sengaja dilakukan oleh orang lain vang bukan pelaku kejahatan,
Haris diatur atau dijatuhkan oleh kewenangan yang berasal dari sistem hukem
=zrhuadap slapa pelanggaran dilakukan.

Herbert Packer, guru besar Stanford University, menambahkan delinisi dari Hart

-z-v220t dengan satu unsur lagi, vaitu hukuman harus dijatuhkan untuk mencegah

garan terhadap peraturan hukum atau tuntutan retribusi dari penyerang, atau untuk

Binvak abl kemasyarakatan dan ahll jiwa berpandangan. biahwa hukuman adalah

-t alar untuk mengekspresikan penilaian masyarakat terhadap pelanggaran moral dan

Tomzunvkapan perasaan amarah (kemurkaan). Contohnya menurut shii kemasyvarakatan
iernzma Emile Durkheim dalam bukunya the Division of Labar in Sociery (18931

v

Jemorutnya, seliap masyurakat terikat bersama-sama dengan suatn kumpulan kepercavaan

—oribodan perasaan, yang discbutnya dengan “suara hati umum™. Apa yang disebutkan

Sir ini memberikan masyarakar suatu “solidaritas sosial” yang mengikat sebagai suatu
~ o rpek. Hukuman pada pandangannya adalah svatu reaksi werhadap hawa natsu yvane
“zoanggdr suara hatt umum. Fungsinya, mengrut Durkbeim, adalash untuk memberikan

. penvaluran ritual yang dapat diterima secara sosial, yang mengungkapkan sikap

rmasuhan dan kemarahan masyarakat rerhadap mereka yang telah melangear suara har

n it Jika perasaan demiktan tidak diungkapkan, solidaritas sostat akan mengatam
- zzxealan. Emife Duarkheim {1960: 88-90) melanjutkan:

Cwe must not say that an action shocks the common conscience because it iy criminal, bur
ratner that i is oriminal hecause it shocks the common conscience...

- whenever 4 directive power is established, its primary and principle funclion is o ¢reate
seapect Lor the beltels, radition, and collective practices: thar is. 1o defend the common conscience
againgt all enemies within and without. . And in truth. punishment hag remained. an teast in part,
Sowlrh 0F vengeance. [Uis suid that we de not make the culpabte suffer in order w make him saffer:
wane the less true thet we find it just that he suilfer. Perhaps we are wrong. bul that ix not
T question. We seek... lo defline punishment as it is or has boen, not as it ourhe w be..

Punishment, thus, remaing for us what it was for our father. IUis still an act of venpoance
siniee 10 s an explation. What we avenge. what the criminal expiates, is the outrage o moralily. .
< xosullicient, moreover o see how punishment functions in cowrts. in order 1o understand Lhal

pirit s completely passionate, Lor it is 1o these passions that both prosecutor and delense-atlorney

wcdrass themselves, The later seeks 10 excite sympathy for the deiendant. the former 0 awaken
srrosocial sentimens which have been violated hy the crimimal act...

Menurut bunyak ahli jiwa yang mengikuti pemikiran Freud, hukuman adalub suatu

Ton2ganan mordl vang ditimbulkan oleh kontlik intern kepatwhan hukum. Penjahat



ERA HUKUM Ne. 8/ Th. 2/ 1398

dianggap sumber perasaan irf yang tersembunyi karena ia telah berani melakukan sesuatu
yang scbenarnya juga ingin dilakukan oleh masyarakat umum. Menurut para ahli jiwa
ini. keinginan naluriah kita sama seperti keinginan para penjahat i, Sigmund Freud (1950:
12} mengatakan:
The human code ot punishment... rightly presumes the same forhidden impuises in the criminal
%nd in the members of sociely who avenge his oftense. Psychoanalysis here confirms what the

pious were wont to say, that we all miscrable sinners.

Menghadapi keinginan jahat yang sama, Freud dan pengikut-pengikutnya berkata
hithwa kita bereaksi terhadap kemarahan moral dan perasaan benei terhadap mereka vang
berani berbuat atas dasar keinginan-keinginan tersebut: selanjutnya kita merasa perlu untuk
membuktikun pada diri kita sendiri bahwa “kejahatan bukanlah jawaban™.

Para ahli jiwa menvatakan bahwa hukuman merupakan suatu penyaluran terhadap
agresi-agresi yany tersembunyi di belakang alasan moralitas. Telah ditegaskan, bahwa
pembatasan terhadap ungkapan agresi dapat menyebabkan agrest yang dickspresikan pada
kejahatan jtu sendiri. Menurut pandangan ini, sistem kejahatan menekan ungkapan agresi
yang berbahaya dan menyalurkannya pada hukuman atas kejahatan. Sesungguhnya dalam
menghukum penjahat ada kesempatan untuk melakukan kejahatan yang patut dihukum.
Scperti ditegaskan oleh Freud, = hukuman tidak akan membertkan kepada mereka yang
melakukannya. suatu kesempatan untuk melakukan kemaraban yang sama di bawah warna

pernlaku pengbusan.”

Pandangan Freud dan Durkheim telah dimasukkan ke dalam pandangan sosiologis
kontamporer tentang hukuman, yang melihat reaksi penghukuman terhadap kejahatan
tumbuh dari kemarahan moral masyarakat, Hukuman, menurut pandangan tersebut, adalah
suatu ungkapan ritual dari sentimen-sentimen yang menegakkun nilai-nitai kelembagaan
di mana kejahatan-kejahatan tersebut telah melanggar. Ungkapan ritual ini
mengkonsolidasikan sentimen-sentimen tersebut dan memperkuatnya pada bagian populasi

vang mempunvai kecenderengan berperilaku kejahatan yuny tersembunyi.

HI. TEORI HUKUMAN SECARA FILSAFAT

Untuk menguraikan teori huknman secara tilsafat, berikut ini akan disinggung dua
teori utama tentang bukuman, vaitu Teort Retribost dan Urdlitarianisme. Pada pembahasan
berikutnya diuratkan pula mengenai beberapa pemikiran tentang dua teon tersebur.

L3
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A. Teori Retribusi

Kata “retribusi” berasal dari bahasa Latin; “rerribuere” yang berarti melunasi.
Sebagaimana pandangan Freud dan Durkheim, Teori Retribusi berpendapat, konsep sentral
~zkuman (menurut hukum) adalah gagasan bahwa kejahatan merupakan perlakuan vang
lak adil terhadap kepatohan hukum, sehingga menjadi hutang yang harus dibayar olch
~elakuny%, Dalam menghukum penjahat, kita sering mengatakan, “Ta membayar butangnyva
cada masyarakat.,” atau "Membalas apa yang diperbuatnya, ...". Kita melihat hukumun
s2bagai suatu tindakan yang sepatutnya dikenakan kepada si penjahar. Jadi, gagasan
wentang hukuman adalah kelayakan tuntutan hutang kepada penjahat untuk kejahatannya.
-an inilah gagasan sentral dari berbagai macam Teori Hukuman Retribusi. Bagi para
cznganut paham ini, hukuman bukan hanya sesuatu yang oleh orang awam cenderung
St sebagal “apa yvang patut”, melainkan “apa yang seharusnya diperlihatkan.”

Penganut Teori Retribusi berkeyakinan, bahwa hak masyarakat untuk menghukum
cznjahat berasal daci svatu prinsip keadilan, bukan prinsip manfaat, “Retributivisme™ sering

Zrgambarkan dalam literator filsafat sebagar pandangan, buhwa hukuman adalah adil hanya

ok menurut kesalahan. dan adalah sesuai dengan moral apabila sescorang yung bersalah

sznarusnva menderita sesuat dengan proporsi tingkat kejahatan moralnya.

Pundangan tersebut tidak sama dengan yang dilihat oleh Kant, bahwa para penjahat
~enarusnya dihukom tidak Karena kejahatannya, tetapi karena ketidakadilan vang telah
mengganggu keseimbangan antara manfaat dan beban yang diperlukan untuk
mengoptimalkan kebebasan dalam masyarakat. Kant secara tegas percaya, bahwa
-zherapapun buruknya sescorang, negara tidak berhak untuk menghukumnya, kecuali yang
cersangkutan secara sengaja melakukannya untuk mengganggu keseimbangan tersebut.

Di antara penganut Teori Retribusi ini, Kant memang fiisuf yang paling berpengaruh.
“zrzanut Teort Retribusi seperti Kant merupakan kaum deontologis yang melihat moralitas
~:Tagal pemenuhan tugas dan kewajiban. Hidup dalam masyarakat membutuhkan kerja
»2Ma yang saling menguninngkan, yang menuntut aturan perilake berupa pembatasan din.
=:hnt terjadi karena kepentingan seseorang pada suatu saat seringkall bertentangan

zznzan kewajibannya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan mendasar
*2TIUA Qrang.
Sistem hukuni, dalam pandangan Retribusi, adalah persoalan timbal balik, tempat

- -rsindividu mengambil manfaat karena tidak turut campurnya orang-orang atas dasar
Tembatasan diri. Penjahat, dalam pandangan ini, adalah parasit yang telah menerima
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munfaat dari sistem hukum sambil menolak untuk membavar hiarga pembatasan diri. Orang
tersebut hutanyg pada kepatuhan bukum dan adalah suatn objek kebenclan yang tepat
karena ia telah mengambil manfaat dart keuntungan secura tidak adil dan masyarakat
Masalah-masalah tersebut adalah tidak adil sampai manfaat dihapuskan, Hukuman, bag
para penganut Teorl Retribusi. adalah sustu alat untuk menuntut hutang dan merupakar
uftutan keadilan — pemulihan kepada keadaan yany sama antara pelangear hukum dar

masyarakat,

Selanjutnya, bagi para penganut Teori Retribusi. tingkat hukuman harus proporsional
bergantung pada sejauh mana kepentingan sosial it tetah dilanggar {hukuman diperberat
atau suatu kewajiban sosial telah dipenubi (hukuman diperingan). Meskipun bag sebagiar
penganut Teori Retribusi, seperti Kant, hukuman yang adil adalah mengikat secara tidal
hersyarat dan tidak diatasi dengan pertimbangan Unlitarian. penganut Teor: Retribusi dapa
memikirkan ketidakpatuhan hukum seperti menciptakan hak, wetapi tidak merupakan tuga
yang tidak dapat ditinggatkan, untuk menghukum dan mungkin Jdapat dipikirkan untul
menghukum hanya bilamuna bermantaat. Hukuman dianggap fayak, oleh para penganu
Teori Retribusi, bahwa ide untuk mengampuni dan mengasibani adalah bagian dari bahas;
hukuman, karena untuk mengampuni dan mengasihani adaluh sama dengan membiarka
para pelanggar hukum hebas. Hukum, para penganut Teori Retnibusi berpandangan, haru
selalu memperlakukan individo sebagai sumber dari tuntutan yang benar dan bukan scbaga
instrumen untuk mempromosikun manfaat, Satu-satunya orang yang dapat sceara adi
dihukum adalah vang bersalah, yang telah melaluikan suatu kewajiban timbal balik yan,
sebenarnyva adalah adil untuk dituntat kepadanya.  Hukuman bagi mereka yang tida
bersalah adilah keliru. bukan karena hal itu menyebabkan bertambahnya kesediban. tetaf
karena hal tersebut tidak mempertakukan orang tersebut secara adil. Pendapat Kant {1967
100-101) yang sering dikutip, dan secara tepat menjetaskan Teori Retribusi ini adala
sehagal berikul:

Judicial punishment can never be used merely as omeans 1o promote seme other sood for th

criminal himseld or for civil society, but instead it must in 1l cases be tmposed on him only ¢

the grosnd Lhal ke has committed a crime; for a human being can never be manipulated merel
as o meins 1o the purpeses ol someenc else.... He must first be found w be deserving of punishmes
helore any cansideration’is given to the wility of this punishment for himsell or for his fello
vitizens, The law concerting plitishment is o categorical imperatise. and woe w him who remmags

around in Lhe winding paths of a theory of huppiness locking for seme advantage fo be gaing

Iy relensing the criminal from punisksment or by reducing the amount of it I tegal justice perishe

then it is no lonzer worthwhile Lot men to remain alive on this carth 1f this is so. what shoul
one think ol the propasal t permiit a criminal who has been condemned o death ta remain aliv
it after comsenting to allow Jangerous experiments w he made on him. he happily survives suc
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experiments and if doctors thereby obtain new information that benetits the cornmunity? Any court
ol justice would repudiate such a proposal with scorn... for.. justice ceases to be justice if it can
ke hought tor a pricc.

What kind and what degrec of punishment does public legal justice adopt as it principle and
standard? Nene other than the principle of equality (illustrated by the pointer on the scales of justice),
that is. the principle of not treating one side more favorably than the other. Accordingly. any
undeserved cvil that you inflict on someone eise... is one Lhal you do to yourselll 11 vou vilify
him, you vilify yourself; if you kill him. you kill yourselt. Only the luw of retribution (jus talioniy)
con determine exactly the kind and degree of punishment.... Al other standards... cannot be

compatible with the principte of pure and strict legal justice.

Ada tiga dasar pemikiran yang dibuat oleh Kant pada uraian di atas, yung secara
soseturuhannya merupakan bagian-bagian integral dari Teori Retribusi Xant:

Satu-satunya alasan yang dapat diterima untuk menghukum sescorang adalah bahwa

ia bersalah karena svatu tindak kejahatan, sehingga dengan demikian, ia paunt

mendapatkan hukuman.

Satu-satunya alasan yang dapat diterima untuk menghukum seseorang dengan suatu

cara dan tingkat hukuman adalah bahwa hukuman yang diberikan itu sama dengan

kejahatan yang dilakukan si penjahat.

> Bukan hanya salah untuk menghukum crang yang tidak patut dihukum atau untuk
menghukum lebih daripada yang sepantasnya diberikan; juga salah membiarkin
seseorang bebas dari bukuman yang pantas dan adil atau ukuran yang scsual,
meskipun hukuman tersebut dapat diberikan tanpa justifikasi Utilitarian. Kesalahan
seseorang menuntut hukuman dan bila kita menolak untuk menuntut kita dapat
dianggap peserta dalam pelanggaran keadilan hukum publik.

B. Teori Utilitarian

Bila penganut Teori Retribusi melihat praktik untuk menghukum sebagai konsekuensi
mizpenden yang beralasan, penganut Teori Utilitarian, seperti Benthum, menganggap hal
tzriebut merupakan suatu kepentingan yang menyakitkan yang hanya dapat
Zpertanggungiawabkan dengan kemampuan untuk mencegah kejahatan., Akhir dari
Toxidman secara hukum, seperti akhir dari semua lembaga hukum yang beralasan harus

T2 pangkal pada kebahagiaan masyarakat vang sebesar-besarnya”™. Dari pandangan ini,
zzsan hukuman secara hukum tidak diarahkan pada penjahat 1tu sendir. tetapi diarahkan
~ola wetidakterlibatan warganegara secara pribadi vang bertujuan untuk hidup dalam
—zowvarakat dimana kebahagiaan umum dioptimalkan.,  Kejahatan adalah suuatu bentuk
conava vang mengganggu kebahagiaan umum dan hukueman adalah pemecahan vang

czwimtk untuk menekan bahaya,
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Menurut Bentham, hukumuan (penal remedies ataw punishmenr) adalah salah saru dari
empat penanggulangan kejahatan. Tiga bentuk lainnya adalah pencegahan (preventive),
penindasan (suppressive), Kepuasan (satisfactory). pemecahan penal atau hukuman (pena/
remedies or punishment). Pencegahan, menurut Bentham, adalah upaya mencegah
terjadinya kejuhatan dengan menghapuskan sumber-sumber penyebabnya (seperti
peranpasan senjata dan alat-alat lain yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan, serta
mendidik masyarakat untuk menjauhkan diri dan kemungkinan hidup jahaty. Penindusan
digunakan sesudah dimultainya tindak kejahatan, tetapi tindak kejzhatan it sendiri befum
selesal dilakukan (seperti merampas senjata yang hampir digunakan untuk membunuh
seseorang). Begitu kejahatan selesat dilakukan, penyelesaiannya bersifat kepuasan
(satisfactory), yaitu suats penyelesalun yang terdiri dari tindakan mengganti kerugian atau
penderitaan si korban kejahatan. Akhirnya penyvelesaian berupa hukuman (punisfunent)
dilakukan kepada pelaku kejahatan yang melakukan suatu pelangearan hukum. Menurut
Bentham. penanggulangan dengan memberi hukuman berbeda dengan cara penyelesaian
kepuasan, karena yang disebutkan pertama ini tidak ditajukan untuk memberikan
kompensasi pada korban, tetapi. untuk mencegah pelanggaran yang sejenis, baik dilihat
dari sudut si pelanggar maupun dart pihak tainnya. Lebih Janjut Bentham (1966: 22)
menvatakan:

. punishment which. considered initsetf. appears base and repugnant w all generous sentiments.

1s elevited to Lthe lirst rank of benefits when il is regarded not as an act of wrath or vengeance

against a guiily or undenunate individual who has given wiy o mischievous inclinations. but as

an indizspensable sacrifive to the common safety,

Bentham menegaskan. bahwa tujuan pencegahan kejahatan daput dicapai dengan
membuat ketiadaberdayaan bagi si pelaku, penghindaran, dan kekuatan rehabilitatif dari
hukumin, Pertama, hukuman memberikan snata fungsi untuk membuat pelaku kejahatan
menjadi tidak berdaya untuk sementara (seperti dengan mengurung/memenjarakan) atau
secara permanen {scperti dengan menghukum matiy atau  membusi si penjahat sccara
fisik tidak mungkin melakukan lagi tindakan kejahatan vang sama. Kedua, hukuman
merupakan snatu penghindaran dengan memberikan si penjahat suatu motif (ketakutan
untuk dibukum lagi) untuk mencegab terulangnya kegiatan kejahatan yang sama di
kemudian harl (pencegahan tertentu). Dan yang paling pentine. untuk Bentham, hukuman
dart kejahatan merupakan suatu sumber intimidasi untuk calon penyerang yang rasional
yang memerlukan ketakutan akan hukuman sebagai suatu pembatasan dari tingkah lakunya
sendivi {pencegahan umum)y,  Akhirnya, hukuman dapat berfungsi schagai kekuatan
rehabilitatif bilamana pemberlakuannya dapat mengubah keinginan/itikad atau nilad dar
sl penjahat, bahwa di kemudian hari 1a tidak lagi ingin melakukan tindukan kejahatan yang

a7



HUKUMAN : SUATU KONSEP DAR{ PERSPEKTIF
FILSAFAT HUKUM

~zma. Berbeda dengan pelaku kejahatan vang dihindar, pelaku vang direhabilitasi tetah
Tzrjalant beberapa perubaban kepribadian. sehingga ndak lagi dipertukan adanya
cembatasan cksternal berupa ketakutan terhadap hukuman,

Bentham berpendapat, terlepas dari apakah hukuman 1tu memiliki konsekuensi yang
~zrmantaat, hukuman merupakan sesvaty yang buruk. Adalah kelire untuk
Temberlakokannya dalam segala situasi, apabila pemberlaknannya akan menvebabkan
w7th banyak bahaya daripada kebaikannya, atau jika kebaikan it dapat dicapai dengan
- oros vang lebih murah (vaitu, pada harga yang lebih rendah danpada harga Crlitarian),
Szzim pemberlakuan hukuman dapat dipertanggungjawabkun dengan dasar Utilitarian,
maxa tingkat dan kecenderungannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Bentham
~embert contoh. bila perlu ditetapkan suatu hukuman vang membuat orang memiliki
ootvasi unik melakukan kejahatan yang ungkat hahayanya lebih rendah daripada yvang

ik unggt,

C. Beberapa Pemikiran Mengenai Utilitarianisme dan Retributivisme

Dalam pembahasan etika normatf. manfaat (utilitast dan keadilan adalah dua nilai
~oral vang penting, Penganut Utlitarianisme dan Retributivisme menekankan pada salah
<ziuodar kedua mitat 1o dengan mengorbankan nilai lainnva. Dengan melakukan hal
wrschul, mercka mencapal teori yvang seragam yang tidak cukup untuk menunjang
weremitan kehtdupan moral. Merupakan suatu kesalahan untuk mempertahankan suaty

ot dengan mengorbankan vang lain, Bilamana, pada suatu sisi, kita mempertahankan

w1 hukuman yang sitatmya murni Retribusi {tunpa memperhatikan pertimbangan

vitanan). kita tdak akan mampu untuk membedakan secara jelas tuntutan kita yang

:axuuntuk Cretribusi” dengan tuntutan primitit untuk “membalas dendam”, Bila kita
~zmpertghankan prinsip "Kesamaan™ antara kejahatan dan penghukuman sebugai prinsip
worg dapat diberlukukan fanpa suatu pertimbangan Utilitarian), kita tidak akan mampu
-2k membedakan prinsip im dengan prinsip primitf: "mata dibalas mata, dan gigi dibalas

I

Dy sisl lain. apabila kita mempertahankan tcort hukuman yang situtnva murni

arian (lanpa memperhatikan prinsip keadilan individu), tidak akan keberatan untuk
~arberlakukan hukumen yang tidak adif terhadap seseorang (terhukum) apabita hal

~zbut dipundang memenuhi tujuan pencegahan kepahatan, Seperti vang dikemuokakan

rat Teort Retrtbust, dalam situast tertentu kaum Utilitanamsme mungkin saja untuk

T oax menulak menghukum seseorang vang tidak bersalah. Sebagar contoh, suatu kepahatan
erjadi, dan pelakunva udak ditemukan, D1 osist Lain ada kebutuhan yang memaksa

menghukum seseorang (schagar “kambing hitam™) demi memenuhi tujuan
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pencegahan umum. Mengapa, kita tiduk mengorbankan seseorang yang udak bersalah itu,
bilamana penghukuman tersehut ternyata dapat mencegah bahaya yang lebih besar? Ada
pendapat yang mengatakan, prakuk sistemnanik demikian akan menyebabkan masyarakat
dalam jangka waktu panjang tidak lagi menghormati hukum. sehingga akan melampaui
kebaikan jangka pendek dari penghukuman vang tidak adil itu. Kaum Unlitarian
membantah pandangan yang demikian. Menurut mercka. adalah kehru menyatakan bahwy
hukuman terhadap individu vang udak bersalah it udak dapat dipertanggungjawabkan
herdasarkan alasan-alasan murni Utilitarian pada situast khusus. misalnya dengan tetap
merahasiakan bahwa individu vang dihukum it tidak bersalah, schingga tidak ada
kecenderungan untuk merusuk kehormatan umum terhadap hukum atau memmbuolkan rasa

tudak aman mussal.

Bila hukum bertujuan hanva untuk manfaat, para pembentuk hukum dapat
mempertanggungjawabkan untuk membentuk banyak bukum yang menuntut kewajiban
yane keras (kewayiban tanpa kesalahan}, hukum yung selama ini ditolak dari rasa
ketidakadilannya. Pembentuk hukum Utilitarian akun mempunyat alasan yang baik untuk
menghukum pembunuhan berdasarkan kelalman yang dilakukan oleh pengemudi mabuk
secaru lebih parah daripada pembunuhan berencana karena yang sebelumnya lebih dapat
Jicegah dan lebih berbahaya untuk kebanyakan orang durl pada vany disebut belakangan.
Pembunuhan  dihukum sccara lebih Keras sebab dia, tdak sepert pengemudi mabuk,
mempunyai itikad untuk membunuh. Adatih rasa keadilan kita dan bukan perhitungan
Udlitarian vane secara naluriah mengasumsikan bahwa kesalahan schurusnya tergantung
pada itikad sebagaimana pula akibat yang dihasilkannya. Tambahan lagi, bila perimbangan
Utilitarian merupakan satu-satunya pemikiran hukum, akan sempurna untuk beberapa
situasi untuk memperkenankan suatu hukuman secara konstan disesuaikan dengan tuntutan
pencegahan umum yang berpindah - contohnya, bila ada suatu perpeciahan umum dari
suatu kejahatan tertentu, hukuman tersebut akan dibuut lebih keras. Pula, adalah rasa
keadilan kita vang menanggapi pemikiran “penggunaan kejahatan schagai alat untuk
mempromosikan kebaikan dari pihak-pihak lain” dan memperkenankan hukumannya untuk
disesuaikan dengan perobahan kebutuhan sosial. tanpa ada bubungan dengan tingkat

kesaluhunnya.

Apakah kita mesti setuju dengan penganut Utilitanian bahwa adalah hat yang salat
untuk menghukum penjahat karena mereka selayaknya dihukum, meskipun kesejahteraan
umum menganggap lebih baik untuk tidak melakukannya, Dilain pihak. individu-individy
ersebut mungkin “berhutang™ pada kita, apakah benar bagi kita untuk menuntutnya tanp:
memandang konsekuensinya?. Adalah hal yang berbeda untuk menvatukan “hanya yang

bersalah yang boleh dihukum”™ dan “yang bersalah harus dihukum’, sepertl yang dikatakar



HUKUMAN - SUATU KONSEP DAR! PERSPEKTIF
FILSAFAT HUKUM

- 2n Kant. Pala, penganut Utilitarian seakan-akan dapat mempertanggungjawabkan untok
—<noiak pandangan Kant bahwa penalti yang “lavak™ untuk suatu kejahatan seharusnya
=uzxtakan terpisah dan perimbangan mengenas konsekwensi. Disist Tain, anggapan kita

ing “kelayakan™ dari penalti harus mencerminkan konsepst kita mengenai tingkat
s2aemusan kejahatan yany relatit yang dapat dimengerts dalam arti pendapat psikologis
—.m: dan tmg:kat reaksi kuat masyarakat yang cenderung ditimbulkannya pada pemikiran
¢zz=:uhan hukum atau dalam ari bahaya yang refauf dapat dihasilkannya. Khususnya,

=rzxat reaksi kuat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kejahatan tertentu harus
~erapakan penilaian sesuai dengan prinsip rasional; prinsip im scharusnva mengikuti cara
-.itarian untuk meningkatkan kejahatan sesuai dengan dingkat kejahatan yang
Z:zmbulkannya.

Meskipun manfaat dan keadilan merupakan nilai-nifai vang bersaing. mereka tidak
mpang tindth. Hukuman selalu paling baik bila berguna dan adil, Namun demikian,
izz gkalanya, pada tempat pembentuk hukum dan peradilan, dimana nilai-nilai ini
~eroenturan dan kita harus memilih dari antaranya, tergantung dati kecenderungan moral

= Seorang hakim harus memimbang nilai-nilai yang bersaing antara keadilan dan
~anfaat, mencoba untuk tidak membutakan dirinya pada satu nilai atau lainnya, Pada
zamirnya, dia harus memilth, dengan menggunakan pertimbangan preseden dan
_«_:;e1derungan moralnya sendirt. Dengan demikian, beberapa hakim cenderung untuk
______ 2i:hat dirinya lebih sebagai alat pemberi keseimbangan yang keras terhadap timbangan
w2zdilan. yang bertanggung jawab untuk memberikun kepada masyarakar apa yang layak
Zin bukan apa yang paling baik, sedangkan hakim-hakim lainnva melihat dirinya lebih
szTagai Tinsinyur sosial”, vang bekerja dalam batasan-batasan hukum dimana mereka tefah
~ersumpah untuk mempertehankan, mencoba untuk mencapai sebanyak mungkin kebaikan
Zzlam Kasus-kasus tertentu. Meskipun ada persepsi vang berbeda mengenai peranan
seseorang sebagai hakim sering menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam pembentukan
cerzturan, hal ini tidak selalu demikian, karena seringkali keadilan dan manfaat dapat
:zrithat saling menunjuk pada pemecahan yang suma untuk masalzh tertentu. Contohnya,
Tzx penganut Tec)ri Retribust dan Utilitarian L'['dpa[ 1‘I'IEIT1]:)EI‘[21HUULlI‘IngIW"-lbk‘li‘l untuk

:._":Dul dari “*panasnya hawa nafsu™, Unmk penganut Rembum, hatl ini akan d1 that sebagm
Zzpat dipertanggungjawabkan datam arti lebih banvak dapat dihindari atau bahavanya dari
Tereka yang sengaja dari pada vang tidak sengaja.

Pada akhirnya, sistem hukuman dapat dikaitkan dengan suatu perikatan atau
«>ritmen dari Teori Kontrak Sosial yang memandang sistem hukuman sebagai suatu pakta
= antara individu-individu yang rasional, yang saling mengikatkan diri untuk wnduk pada
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sistem peraturan yang membawa manfaat secara timbal balik. Bila suatu sistem hok
frarus adil, maka semua yang dibhukum harus mampu untuk mematuhi hukum dan ha
dihukum sesuai dengan tingkat yang proporsional dengan tingkat kekuatan untuk memat

hukum.

dV. HUKUMAN MENURUT KONSEP INDONESIA

Menurut staf pencliti Yavasan Pusat Studi Lingkungan Hidup, I Gusti Agung A
konsep pemnasyarakatan yang dicetuskan oleh Menteri Kehukiman Sahardjo pada pidato
pada tahun 1963 adalah upava untuk lebih memanusiawikun perfakuan terha
narapidana. Dengan demikian maka berarti bukan aspek penghukuman yang ditekan
tetapi aspek proses pembinaan rehabilitatit bagi narapiduna untuk memulihkan fus
sosial narapidana sebagai manusia yang berguna bagi masyarakut. Meskipun sebenar
dengan pemberlakuan hukuman mati dan seumur hidup, kensep ini jelas tidak se:
kurena menjadi conrradicrio in terminis Karena narapidana tiduk pernah dikembah
kepada musyarakat karena ditembuk mati atau seumur hidup di penjara (Kompa
Desember 19930

Beranjuk dari pembahasan tentang teori hukuman dJilihat dari segi filsatat, agak
pemmyau'm selanjutnya adakah apa wjuan hukuman yang dianut oleh Pemerintah Indon
Mengutip dari pendapat praktisi hukum Mohammad Assegal, Pemerintah Indon
menganut konsep hukuman sebagal pembalasan, yakni dengan menakut-nakuti orang .
tidak berbuat serupa, dan menyadarkan si terhukum. Anggota Komisi [T DPR Achi
Rocstandi mengutarakan jugu konsep “penjeraan”. yukni agar para penjahat jera dan
karena itu tiduk akan mengulang kejahatannya (Kompas, 6 Desember 1995). Supaya |
maka harus dibuat agar masuk penjara itu ddak enak. Pertanyaannya sekarang, sar

dimana dan apa definisi dari “tidak enak’ nu?

Menurut Kompas (¥ Desember 1995}, hasil penetitian proses pemasyarak:
membuktikan ternyata apa yang terjadi sekarang adalah bahwa narapidana h
membiayal kebutuhan hidupnya sendiri selama di penjari. mulai dari makanan, paks
dan perlengkapan tidur. Sefuin it tidak ada pemisahan tahunan untara narapidana wi
dan pria, atau yang masih di bawah umor. Begiw pula antara penjahat kelas kakap
pelanggar hukum keoil-kecilan, Dapat dibayangkan kebidupan macam apa yang h
dijalani narapidana-narapidani tersebut di fembaga pemasyarakatan kita. Pemerkos

pemerasan, perkelahian adalah hal yang umum terjadt,

Apakah ketidakenakan semacwn it akan membuat orang jera melakukan kejah:
Sangar besar kemungkinannya. akibatnya justru menjadikun lembaga pemasyarak

26
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*e7agal temipat “perguruan’ untuk menjadi penjahat yang lebih jahat lagi. Sekeluar dari

senzre. penjahat akan menjadi lebih berbahaya lagi bukan menjadi berguna untuk
— zen ardkut.

Idealnya lembaga pemasyarakatan scbagaimana namanya adalah uniuk
mimasyarakatkan kembali para narapidana, Secara ideal seharusnya diterapkan sistem
trmasvargkatan vang bersitat correcrion, rehabilitation, treatment, dan prison. Hanva
Tz xejahiatan itu telah mencapai tingkat tertentu maka seorang penjahat masuk kedalam

=T hags pemasyarakatan. Correction ini misainya dengan memberi kewajiban

—z=ialankan kerja sosial bagi para narapidana. dan rehiabilitation adalah kegiatan
~zmulihkan kepribadian dan semangat para narapidana untuk kembali ke jalan hidup vang
~emarn Treatment antara Juin dengan memberikan keterampilan, sehingga mereka dapat

~zmbatast reang gerak mereka agar upaya pembinaan tersebut benar-benar efektit.

Jika mengacu kepada ketentuan tentdng pemisahan jenis kelamin, usia dan jenis
~2 2hatan navapidana, sebenarnya semua itu sudah diatur dalam Peraturan Kepenjaraan
=nun 1917 yang masih berlaka sampai saat ini. Hanya pelaksanaanya yanyg mungkin harus
sozzakkan. Adapun hukuman kerja sosial sudah tercantum dalam RUU Kitab Undang-
- wdang Hukum Pidana yang baru, tetapl sampai sekarang belum ada kepastian kapan

2 odiberlakukan sebaga undang-undang, Dalam RUU tersebut, jenis hukuman
-.7edakan menjadi fima. vartu hukuman penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja
-. sl Juge antary lain diatur, bahwa untuk pidana penjara yang tidak lebih dari 6 bulan

~.xuman tersebut dengan kerja sosial minimum tujub jam dan maksimum 240 jam bagi
zng dewasa (lebih duri I8 tabun) serta 120 jam bagi yang berusia 18 tahun kebawah.
nendososial ity boleh diangsur selama 12 bulan.

V. PENUTUP

Dar uraian pembahasan di alas, tampak jelas bahwa dalam menentukan sistem
T.xsman yang sesuat, terlebih dulu harus dipikitkan sudut pandang filsafat dari konsep-
» T~en penghukuman yang ada. Kiranya harus dipahami, apakah hukuman vang diberikan
. stkadar untuk membalas apa yang dikerjakan oleh para penjahat, untuk membuat
erahat jera dan mencegah calon-calon penjahat berbuat hal serupa, untuk membuat hidup
< osementara aman selama sio penjahat menjalani mass hukumannya (atan aman
~e.imanyu apabila s penjabat difatuhi hukuman mati), atau sckadar meneruskan tradisi
Temlihuin ke vang mengganggap lembaga pemasyarakatan itn memang seharusnva

Tevian sepertt apa adanya sekarang ini. Sudut pandang filsafat dari konsep dan teori
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hukuman sepertt diutarakan di atas menarik unwk dilakukan. karena dapat mengingatkan
kepada kit tentang hal-hal yang mungkin terlupakan dalam menetapkan suatu kebijakan
berkenaun dengan penghukoman narapidana di Indonesia. Ada kesan. kita selama ini tidak
terluly mempedulikan masalah i, semata-mata karena beranggapan bahwa keputusan-
keputusan tersebut berada di tangan penpuasa dan jaub dan jungkauan kita. Lembaga
permasyarakatan dipundang banya sebagal tempat penampungan orang-orang jahat, dan
Kita sebagai “orang baik-baik™ tidak mungkin rerjebak ke daiamnya. Alhasil, kita juga
terlanjur berpikir, bahwa penghukuman terhadap mereka seperti hal yang rutin dan logis,
vakm seperti matahari yang harus terbit di sebelah Tumur dun wngpelam di sebelah Barat.
Memang scharusnya begitu, Duiu begitu sekarangpun demikian, dan tidak ada perfunva
untuk diubah.

Walaupun para abli bukum kita mungkin sudah memikirkannya, yany jelas pemikiran-
pemikiran filosofis tentang konsep pemasyarakatan para narapidana Kita saat ini belum
tersosialisasikan dengan baik, Pemahaman tentany konsep terscbut tentu tidak hanya
dilukukan di tingkut pengambil keputusan, tetapi juga ssnpai ke ungkat pelaksananyu.
Jika benar pendapat sejumlah ahl hukum wntang konsep hukuman di Indonesia seperti
disitir di atas, barangkali sudab waktunya sekarang kita berpikiv duri sisi lain, Meskipun
akbiroya mungkin bukan kita yang memutuskan tentany apy apa yang lavak untuk
ditahukun.
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